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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 Berdasarkan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   

2017 tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan   Evaluasi   

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah dan perangkat 

daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi 

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka 

pendek. 

 Salah satu dokumen perencanaan jangka pendek yang harus disusun 

oleh Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat menjadi Renja PD. Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  Agar tercipta keselarasan, dalam 

Penyusunannya dokumen rencana rencana kerja perangkat daerah setidaknya 

dengan memperhatikan dua dokumen yaitu : 

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Magelang. Dokumen ini merupakan rencana kerja pemerintah Daerah untuk 

periode 1 (satu tahun). Apa yang dituangkan dalam rencana kerja perangat 

daerah nantinya mengacu apa yang tertuang di dalam dokumen RKPD 

tersebut karena pada hakikatnya rencana kerja perangkat daerah 

merupakan rencana kerja untuk mendukung rencana kerja daerah sehingga 

isinya harus selaras;  

2. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dokumen ini 

merupakan dokumen resmi rencana kerja perangkat daerah untuk jangka 

waktu 5 (lima tahun). Dokumen rencana kerja nantinya merupakan 

penjabaran rencana kerja tahunan yang idealnya mengacu pada program, 

kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, maupun pagu indikatif yang telah 

tercantum dalam dokumen Renstra. Adapun dinamika dalam proses 

penyusunannya tetap dimungkinkan terjadi. Dalam konteks ini Kecamatan 

Tegalrejo mengacu pada Renstra 2025-2026. 



Adapun tahapan dalam penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut 

: 

•    Persiapan penyusunan Renja PD; 

•    Penyusunan rancangan awal Renja PD; 

•    Penyusunan rancangan Renja PD; 

•    Forum PD / Lintas PD; 

•    Perumusan rancangan akhir Renja PD; 

•    Penetapan Renja PD; 

 Dokumen   Rencana   Kerja   Kecamatan   Tegalrejo   akan ditindaklanjuti 

dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

untuk Tahun Anggaran 2026. Perencanaan penganggaran akan mengacu pada 

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja PD. 

Selain itu, dokumen renja nantinya juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan. 

1.2 Landasan Hukum  

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Adalah 

sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 543); 

7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 22;) 

1.3 Maksud dan Tujuan  

 Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2026 

adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, 

penganggaran dan pelaksanaan program,kegiatan, sub kegiatan serta 

mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah secara berkala berdasarkan 

capaian target indikator yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun Anggaran 

2026 ini adalah : 

1. Mensinergikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan 

Kecamatan Tegalrejo dengan RKPD Kabupaten Magelang serta Renstra 

Kecamatan Tegalrejo; 



2. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator 

kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi dalam bentuk 

dokumen perencanaan tahunan; 

3. Memberikan acuan dalam pelaksanakan program, kegiatan, dan sub 

kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta lokasi; 

4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) 

tentang rencana pembangunan tahun 2026; 

5. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar pengendalian program, 

kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun 

eksternal. 

1.4   Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD 

Kecamatan Tegalrejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan disusunnya    Rancangan Rencana    Kerja 

(Renja)   tahun 2026, serta tahapan yang ditempuh. 

Bab II : Evaluasi      Pelaksanaan Rencana Kerja Perangakat Daerah Tahun 

2024: Berisi review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja 

Kecamatan Tegalrejo sampai dengan triwulan IV tahun 2024, 

perkiraan perkiraan capaian tahun berjalan (2025), serta gambaran 

pencapaian terhadap target Renstra. 

Bab III : Tujuan    dan     Sasaran    Perangkat    Daerah. Memuat tentang 

telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas dan 

fungsi pokok Kecamatan Tegalrejo serta memuat tujuan dan sasaran 

Renja PD. 

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan. Berisi penjelasan mengenai faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program, kegiatan, sub kegiatan. Selanjutnya garis besar/ 

rekapitulasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2026. 

BAB V:   Penutup. Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian dalam pelaksanaan dan     tindak     lanjut     dalam 

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang Tahun 2026. 

 



BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN  

RENCANA KERJA KECAMATAN TEGALREJO TAHUN 2024 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 

Daerah 

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana 

kerja, perlu memperhatikan hasil pelaksanaan rencana kerja sampai tahun 

sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat program, kegiatan, sub 

kegiatan yang telah dapat berjalan sesuai rencana maupun sebaliknya. Dengan 

demikian hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan 

rencana selanjutnya disusun dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah. 

Secara ringkas, evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Tegalrejo 

Sampai dengan berakhirnya triwulan IV tahun 2024 tertuang dalam tabel 2.1 

berikut: 

Tabel 2.1 

    
 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  

KECAMATAN TEGALREJO TAHUN 2024 
      

 URUSAN / PROGRAM  

 CAPAIAN 

KINERJA   Anggaran 

Tahun 2024 

 Target 

Anggaran s/d 

Triwulan IV 

Tahun 2024 

 REALISASI ANGGARAN s/d 

TRIWULAN IV TAHUN 2024 

% 
 Predikat 

Kinerja  
 SPJ  % 

 Predikat 

Kinerja  

1 2 3 4 5 6 7 = 6/4 8 

Unsur Kewilayahan        

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

100% Tinggi 

 

2,179,196,504 2,145,604,938 2,145,604,938 98.46% 

 

Tinggi  

Persentase ketercapaian perencanaan, 

evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat 

daerah 

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

100% Tinggi 

 

31,369,618 31,344,068 31,344,068 99.92% Tinggi  

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan 

SP 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

100% Tinggi 

 

44,506,664 44,504,515 44,504,515 100.00% Tinggi  

Persentase desa/kel yang tertib administrasi   

Program Koordinasi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

100% Tinggi 

 

33,436,137 33,436,000 33,436,000 100.00% Tinggi  

Persentase koordinasi penanganan masalah 

ketenteraman, ketertiban umum dan 

kebencanaan 

Program Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

100% Tinggi  16,770,000 16,769,580 16,769,580 100.00% Tinggi  

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan  

TOTAL RATA-RATA  

100% 

 

Tinggi 2,305,278,923 2,271,659,101 2,271,659,101 

 

98.54% 

 

Tinggi 

Tabel 2.1 menunjukkan hasil capaian kinerja program sampai dengan tahun 

2024. Target program secara umum dari 5 program yang dilaksanakan oleh 



Kecamatan Tegalrejo hakikatnya bukan merupakan target yang bersifat 

akumulatif, dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Tidak terdapat 

program/kegiatan yang tidak memenuhi target. 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masuk 

dalam predikat kinerja Tinggi (98.46%) 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik masuk 

dalam predikat Sangat Tinggi (99.92%) 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa dan Kelurahan 

masuk dalam predikat kinerja Sangat Tinggi (100%) 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum dalam predikat 

kinerja Sangat Tinggi (100%) 

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masuk dalam 

predikat kinerja Sangat Tinggi (100%) 

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan 

Tegalrejo dan pencapaian Renstra Kecamatan Tegalrejo sampai dengan Tahun 

2024, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian 

masing-masing kegiatan Kecamatan Tegalrejo pada Tahun 2024.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 

No Sasaran  Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan (output) 

Target Renstra SKPD pada 

tahun 2024 (akhir periode stra 

SKPD) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra SKPD s.d. Renja 

SKPD tahun lalu (2023)  

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 

tahun berjalan yang dievaluasi (2024) 

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD yang 

dievaluasi (2024) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2024 (%) 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

1 Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Kecamatan 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Indikator Program : Presentase 

Ketercapaian Perencanaan, 

Evaluasi Kinerja OPD, dan 

Keuangan Perangkat Daerah 

100 %   100 %   100 %                   

2,179,196,504  

100 

%
 

2,145,604,938          98.46  

    Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 

evaluasi dan pelaporan 

perangkat daerah 

11 Dokumen   11 Dokumen   11 Dokumen                          

2,250,000  

11 

D
o
k
u

m
e
n

 2,214,200 100%        98.41  

    Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah 

5 Dokumen   5 Dokumen   5 Dokumen                          

1,000,000  

5 

D
o
k
u

m
e
n

 

999,350 100%        99.94  

    Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan laporan 

capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

6 Dokumen   6 Dokumen   6 dokumen                          

1,250,000  

6 

d
o
k
u

m
e
n

 

1,214,850 100%        97.19  

    Administrasi 

Keuangan Daerah 

Jumlah Kegiatan Yang dikelola 11 kegiatan   11 kegiatan   11 kegiatan                   

1,924,469,954  

11 

k
e
g
ia

ta
n

 1,892,131,473 100%        98.32  

    Penyediaan Gaji Dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah orang yang menerima 

gaji dan tunjangan ASN 

13 orang/bulan   13 orang/bulan   13 orang/bulan                   

1,886,050,284  

13 

o
ra

n
g
/
b
u

l

a
n

 

1,853,725,523 68%        98.29  

    Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Jumlah dokumen 

penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan 

SKPD 

12 dokumen   12 dokumen   12 dokumen                        

38,419,670  

12 

d
o
k
u

m
e
n

 38,405,950 100%        99.96  



    Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Pelayanan Administrasi 

Umum yang dilaksanakan 

5 layanan   5 layanan   5 layanan 28,489,000 5 

la
y
a
n

a
n

 

28,480,570 100%        99.97  

    Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD 

4 laporan   4 laporan   4 laporan                        

26,039,000  

4 

la
p
o
ra

n
 26,036,365 100%        99.99  

    Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

Jumlah dokumen 

penatausahaan arsip dinamis 

pada SKPD 

4 dokumen   4 dokumen   4 dokumen                          

2,450,000  

4 

d
o
k
u

m
e
n

 

2,444,205 100%        99.76  

    Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Pelayanan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

2 layanan   2 layanan   2 layanan                        

23,183,587  

2 

la
y
a
n

a
n

 22,341,805 100%        96.37  

    Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat menyurat 

4 laporan   4 laporan   4 laporan                          

4,000,000  

4 

la
p
o
ra

n
 3,983,925 100%        99.60  

    Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air 

dan listrik yang disediakan 

60 laporan   60 laporan   60 laporan                        

19,183,587  

60 

la
p
o
ra

n
 

18,357,880 100%        95.70  

    Pemeliaharan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

34 unit   34 unit   34 unit                      

200,803,963  

34 

u
n

it
 

200,436,890 100%        99.82  

    Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 

Kendaraaan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan dan 

dibayarkan pajak dan 

perizinannya 

8 unit   8 unit   8 unit                        

56,200,000  

8 

u
n

it
 

56,195,650 100%        99.99  

    Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara 

26 unit   26 unit   26 unit                          

8,080,000  

26 

u
n

it
 

8,015,000 100%        99.20  

    Pemeliharaan / 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi 

1 unit   1 unit   1 unit                      

136,523,963  

1 

u
n

it
 

136,226,240 100%        99.78  



2 Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Kecamatan 

Program 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik. 

 Persentase pelayanan publik 

sesuai SOP dan SPP 

            100 %                         

31,369,618  

100 

0
 

31,344,068 100%           100  

    Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

dilimpahan kepada 

Camat 

Jumlah dokumen yang terlayani 500 dokumen   500 dokumen   500 dokumen                         

31,369,618  

500 

d
o
k
u

m
e
n

 31,344,068 100%           100  

    Pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang 

terkait dengan Non 

Perizinan  

Jumlah laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan Pada Urusan 

Pemerintahan 

4 laporan   4 laporan   4 laporan                         

31,369,618  

4 

la
p
o
ra

n
 

31,344,068 100%           100  

3 Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Kecamatan 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat desa dan 

Kelurahan. 

Indikator Program : Persentase 

desa yang tertib administrasi 

            100 % 44,526,664 100 

  

44,504,515 100.00%           100  

    Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

Jumlah Desa Tertib Administrasi  21 desa   21 desa   21 desa 26,139,000 21 

d
e
s
a
 26,118,360 100.00%           100  

    Peningkatan 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

forum musyawarah 

perencanaan 

pembangunan di desa 

Jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang 

berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa 

5 lembaga   5 lembaga   5 lembaga 1,895,000 5 

le
m

b
a
g
a
 

1,894,910 100.00%           100  

    Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah laporan peningkatan 

efektivitas kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan 

4 laporan   4 laporan   4 laporan 24,244,000 4 

la
p
o
ra

n
 

24,223,450 100.00%           100  

    Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan 

Jumlah Desa Tertib Administrasi  21 desa   21 desa   21 desa 18,387,664 21 

d
e
s
a
 

18,386,155 100.00%           100  

    Peningkatan kapasitas 

lembaga 

kemasyarakatan 

Jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang 

ditingkatkan kapasitasnya 

21 lembaga   21 lembaga   21 lembaga 18,387,664 21 

le
m

b
a
g
a
 18,386,155 100.00%           100  

4 Meningkatnya 

Kualitas 

Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Persentase Koordinasi 

Penanganan Masalah 

            100 %                        

33,436,137  

100 

  

33,436,000 100.00%           100  



Pelayanan 

Kecamatan 

Ketentraman , Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan. 

    Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. 

Jumlah laporan penyelenggaraan 

koordinasi Ketenteraman, 

Ketertban Umum dan 

kebencanaan di tingkat 

Kecamatan 

12 laporan   12 laporan   12 laporan                        

33,436,137  

12 

la
p
o
ra

n
 

33,436,000 100%           100  

    Sinergritas dengan 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan. 

Jumlah laporan hasil sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tenatara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

4 laporan   4 laporan   4 laporan                        

33,436,137  

4 

la
p
o
ra

n
 

33,436,000 100.00%           100  

5 Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Kecamatan 

Program Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa. 

Indikator Program : Persentase 

kegiatan yang dikoordinasikan  

            100 % 16,770,000 100 

  

16,769,580 100.00%           100  

    Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Jumlah Desa Terfasilitasi 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

21 desa   21 desa   21 desa 16,770,000 21 

d
e
s
a
 

16,769,580 100.00%           100  

    Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

pendayagunaan Aset 

desa 

Jumlah dokumen yang 

difasilitasi dalam rangka 

pengelolaan keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa 

2 dokumen   2 dokumen   2 dokumen 2,925,000 2 

d
o
k
u

m
e
n

 2,924,780 100.00%           100  

    Fasilitasi Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

dengan Pembangunan 

Desa 

Jumlah dokumen sinkronisasi 

perencanaan pembangunan 

daerah dengan pembangunan 

desa 

1 dokumen   1 dokumen   1 dokumen 13,845,000 1 

d
o
k
u

m
e
n

 

13,844,800 100.00%           100  

 

 



2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan 

perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis 

data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Evaluasi ini 

dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam 

dokumen rencana pembangunan.  

Untuk melihat sebuah keberhasilan dari hasil perencanaan pembangunan, 

setiap perangkat daerahberkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja 

pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Pencapaian kinerja 

pelayanan Kecamatan Tegalrejo merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan 

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dirumuskan. Dengan 

indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana 

target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu. 

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan 

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indikator Kinerja 

Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo ada 2 (dua) yaitu: 

a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM);  

Capaian Indikator ini tahun 2024 diangka 88.77. Perlu dilakukan perbaikan oleh 

Kecamatan Tegalrejo dalam rangka mempermudah pelayanan dan membantu 

pemenuhan layanan mayarakat secara lebih efisien. Di tahun 2024 dari target 

sebesar 90 (sangat tinggi) dapat tercapai 88.77 (tinggi). Adapun proyeksi sampai 

dengan tahun 2026 juga telah ditetapkan. Dan jika mengacu pada hasil tahun 

sebelumnya maka kami optimis target akhir dapat tercapai dengan pembenahan 

di segala unsur.   

b. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 

Adanya regulasi baru turut mendorong adanya perubahan dalam formulasi 

penghitungan indikator ini, namun demikian tahun 2024 target berhasil tercapai. 

Menilik pada capaian sampai dengan tahun 2026 maka kami optimis target akhir 

periode renstra juga akan tercapai. 

 

 

Tabel 2.3 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 
 



NO  Indikator  

SPM/ 

standar 

nasional 

IKK  

Target Renstra Perangkat 

Daerah  

Realisasi 

Capaian 

Proyeksi Catatan 

Analisis 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025  

Tahun 

2023  

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11  

1 
Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat 

Kecamatan (SKM)     

88 90 90 88 88.77 90 

 

2 

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Kecamatan     

94% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Tegalrejo tentu menghadapi berbagai 

permasalahan/ tantangan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun permasalahan 

yang berasal dari luar (eksternal). Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi tentu saja perlu dipandang secara positif dalam rangka peningkatan pelaksanaan 

tugas khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Isu-isu yang ada tidak terlepas dari 

indikator Kinerja Utama yang ada yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan 

(SKM) dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Beberapa isu penting 

terkait permasalahan/tantangan yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Jenis tugas semakin bervariasi sehingga memerlukan sinergitas yang baik antar 

pihak baik kecamatan dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Polsek dan 

Koramil) maupun antara kecamatan dengan instansi terkait di wilayahnya 

(puskesmas, desa, KUA, dll). Agar sinergitas berjalan baik perlu frekuensi 

pertemuan yang cukup sehingga dukungan dari kegiatan rapat koordinasi sangat 

diperlukan. 

2. ASN di garis depan Kecamatan Tegalrejo perlu dibekali kompetensi khusus 

sehingga pelaksanaan tugas dapat optimal di situasi seperti sekarang. Masyarakat 

yang semakin kritis dan tuntutan yang semakin besar memberikan tantangan agar 

pelayanan di Kecamatan Tegalrejo menjadi semakin baik dan semakin prima seperti 

pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap 

mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan 

yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya 

dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong 

berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat. 

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan 

aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 

fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka 



aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara 

kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya 

aparatur. 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

Untuk memastikan kesesuaian rumusan Program, Kegiatan,dan Sub Kegiatan 

pada Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten 

Magelang Tahun 2026, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD. Proses 

yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan hasil 

analisis kebutuhan, baik tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta 

indikator, target dan pendanaan.  

Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2026 rencana anggaran 

yang dialokasi untuk Kecamatan Tegalrejo  Kabupaten Magelang sebesar 

Rp.2.623.487.085,- . Dilihat dari rancangan akhir RPD sebesar Rp. Rp.2.623.487.085,- 

maka seluruh kebutuhan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 

diadopsi dalam rancangan akhir RPD ini. Dengan anggaran tersebut maka pendekatan 

efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang disusun pada tahun 2026 harus benar 

dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang 

dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun 

demikian apabila terjadi perubahan dinamika maka akan dilakukan perubahan terhadap 

target dan pencapaian yang telah ditetapkan. 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026, telah dilaksanakan 

tahapan-tahapan yang dimulai dari konsultasi publik, Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari 

Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan, dan Musrenbang tingkat 

kabupaten serta forum perangkat daerah yang dilaksanakan setelah Musrenbang Tingkat 

Kecamatan. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring 

berbagai aspirasi Masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan. 

Selain penjaringan aspirasi melalui jalur Musrenbang, DPRD juga 

menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dirumuskan berdasarkan hasil reses DPRD, 

dimana semua aspirasi tersebut baik yang berasal dari jalur Musrenbang maupun jalur 

pokok-pokok pikiran DPRD diinput dan diolah melalui aplikasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD) dan umumnya aspirasi diarahkan pada perangkat daerah 

teknis. 



Didalam aplikasi SIPD dan pembahasan Pada forum Organisasi Perangkat 

Daerah tidak ada usulan program dan kegiatan yang ditujukan ke Kecamatan Tegalrejo, 

baik dari jalur Musrenbang maupun dari jalur pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten 

Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang merupakan salah satu Perangkat 

Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi 

kebijakan nasional. Prioritas Nasional terdapat 7 poin yaitu : (1) memperkuat ketahanan 



ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan 

wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan 

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan 

pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur  untuk  ekonomi  dan  

pelayanan  dasar;  (6)  membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan 

perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi 

pelayanan publik. 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang berperan dan mendukung prioritas 

nasional ke 7 (tujuh) yaitu Memperkuat  Stabilitas  Polhukhankam dan Transformasi 

Pelayanan Publik.  Hal ini sejalan dengan visi, misi dalam RPD Kabupaten Magelang 

2025-2026 serta tujuan dan sasaran PD Kecamatan Tegalrejo. Meningkatnya Kinerja 

Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan.  

 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah  

Tujuan Perangkat Daerah: 

Meningkatnya   kualitas    pelayanan   publik    dengan    indikator   Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

 

Sasaran Perangkat Daerah: 

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di 

Kecamatan. 

 

Indikator sasaran  ada dua yaitu : 

1.  Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) 

2.  Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 

 

3.3. Program dan Kegiatan  

Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo merupakan dasar pedoman bagi 

pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Tegalrejo selama jangka waktu 1 (satu) tahun 

yaitu tahun 2026. Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang 

menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun 

Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu 

Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik 

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tegalrejo. Rencana Kerja Kecamatan 

Tegalrejo Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran 

dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang. Program dan 

kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2026, didasarkan pada beberapa 



pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :  

a. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan 

ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;  

b. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;  

c. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari 

komunitas di wilayahnya. 

d. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan 

pembangunan pemerintah tingkat atasnya;  

e. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah 

tingkat di bawahnya; 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun 

program/kegiatan Kecamatan Tegalrejo yang direncakanan pada tahun 2026 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Program dan Kegiatan Kecamatan Tegalrejo Tahun 2026 

PROGRAM KEGIATAN 
1 2 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA  

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

9 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

10 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

11 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 
Kecamatan 

4 PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

12 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

5 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

13 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa 

5 Program 13 Kegiatan 



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana tahunan yang berisi 

kumpulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi, yang disertai indicator kinerja, 

target dan pendanaan. Struktur Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah 

Kecamatan Tegalrejo kabupaten Magelang Tahun 2026. Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan disusun secara sistematis berdasarkan kodefikasi dan nomenklatur 

sebagaimana diatur didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. Rencana kerja juga merupakan kerangka acuan yang akan menjadi 

pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum 

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan  dilaksanakan oleh 

Kecamatan Tegalrejo Tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) 

kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Terdapat program, kegiatan, 

dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan bersama oleh beberapa seksi. Meskipun 

demikian dengan mendasarkan pada hasil pemetaan dan pemutakhiran program, 

kegiatan, sub kegiatan maka diharapkan tetap jelas unit kerja penanggungjawab 

pada masing-masing indikator. Berdasarkan indikator capaian yang   ditetapkan, 

diperlukan koordinasi dan pembagian tangungjawab yang jelas serta sinergi yang 

kuat dalam pelaksanannya. Lebih lengkapnya uraian rencana kerja dan pendanaan 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2026 diuraikan pada tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 





BAB IV 

PENUTUP 

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan komitmen 

dari Kecamatan Tegalrejo dalam penyelenggaran permerintahan yang baik (good 

governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

(clean governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapaun Rencana 

Kerja (Renja) Kecamatan Tegalrejo Tahun 2026 merupakan penjabaran dari 

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. 

Perencanaan Kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran 

dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.  

Rencana kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh 

dedikasi dan kerja keras oleh Sumber Daya Manusia dan potensi yang ada, dengan 

harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten 

Magelang dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di 

lingkungan Kecamatan Tegalrejo. Di mana keberhasilan suatu organisasi tidak 

hanya di ukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan 

pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta 

efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

 Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalrejo Tahun 2026. 

Tegalrejo,      Agustus 2025 
CAMAT TEGALREJO,  

  
 
 

Drs. SARIF HIDAYATULLOH 
Pembina Tk. I 

NIP. 196801091993031005 
 

 

 


